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ABSTRAK 
Moh Putra Pradipta Duwila. B11112028. TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM 
TERHADAP UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL.Dibimbing oleh Andi 
Pangerang Sebagai Pembimbing I, dan Hasbir Paserangi sebagai 
Pembimbing II 
Penelititan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum 
terkait ujaran kebencian dimedia sosial dan apakah saja faktor-faktor 
penyebabnya  
Penelitian dilakukan di Polda Sul-Sel dengan mengambil data dan wawancara 
langsung serta penelitian juga dilakukan langsung di masyarakat kota makassar 
yaitu terdiri dari Mahasiswa,Pelajar, dan Masyarakat Umum yang pernah 
melakukan ujaran kebencian di media sosial dengan membagikan kuisioner 
dan wawancara singkat 
Sebelum Surat Edaran Hate Speech ini terbit, ketentuan-ketentuan mengenai 
larangan berujar kebencian telah ada dan diatur dalam sejumlah peraturan 
perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan ini juga telah disebut 
dalam Surat Earan Hate Speech di samping Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (“KUHP”) (Pasal 156, Pasal 157) untuk menjerat pelaku dugaan ujaran 
kebencian.Ujaran kebencian di media sosial ini merupakan delik aduan bahkan 
sebelum di sahkannya revisi UU ITE pada tanggal 27 Oktober 2016 yang 
menegaskan bahwa ujaran kebencian ini merupakan delik aduan bukan delik 
delik umum, pihak kepolisian mengatakan bahwa ini merupakan delik aduan. 
Tingkat pengetahuan terhadap Ujaran kebencian atau peraturan hukum  serta 
etika dalam bermedia sosial tidak terlalu berpengaruh dalam mencegah 
terjadinya ujaran kebencian di media sosial dikarenakan ujaran kebencian 
cenderung terjadi diakibatkan oleh kondisi emosisonal.Alasan utama para 
pelaku melakukan ujaran kebencian dimedia sosial bermacam-
macam.mahasiswa sebagian besar beralasan melakukannya karena 
perbedaan pendapat, pelajar cenderung lebih karena kebencian terhadap 
seseorang atau suatu kelompok, dan masyarakat cenderung ingin sekedar 
menasehati meski pada akhirnya pihak yang dinasehati tersinggung. 
Sementara untuk pelaku yang melakukan ujaran kebencian karena terbawa 
emosi adalah yang paling sering terjadi di ketiga kategori tersebut yaitu 
pelajar,mahasiswa dan masyarakat umum. 
 
 
Kata kunci: Ujaran Kebencian, Media Sosial, Internet 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Sosial media secara umum bisa di artikan sebagai situs yang 
menyediakan wadah bagi penggunanya untuk saling berinteraksi 
secara online. Media sosial memudahkan  penggunanya untuk saling 
berinteraksi satu sama lain, dan malah bisa menjalin hubungan bisnis 
dengan orang dari berbagai kalangan. Di zaman sekarang ini media 
sosial sudah menjadi kebutuhan pokok bagi sebagian orang, mereka 
seperti orang kecanduan yang akan merasa aneh bila sehari saja tidak 
menggunakan situs berbagi informasi ini. 
 Saat ini media sosial sudah banyak sekali jenisnya, bahkan 
saking banyaknya akan membuat para penggunanya bingung dalam 
memilih media sosial apa yang cocok untuknya. Tapi pada intinya 
sosial media hanya memiliki satu fungsi yaitu untuk menjalin 
komunikasi secara online. 
 Saat teknologi internet dan mobile phone makin maju maka 
media sosial pun ikut tumbuh dengan pesat. Kini untuk mengakses 
facebook atau twitter misalnya, bisa dilakukan dimana saja dan kapan 
saja hanya dengan menggunakan sebuah mobile phone. Demikian 
cepatnya orang bisa mengakses media sosial mengakibatkan 
terjadinya fenomena besar terhadap arus informasi tidak hanya di 
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negara-negara maju, tetapi juga di Indonesia. Karena kecepatannya 
media sosial juga mulai tampak menggantikan peranan media massa 
konvensional dalam menyebarkan berita-berita. 
Pesatnya perkembangan media sosial kini dikarenakan semua 
orang seperti bisa memiliki media sendiri. Jika untuk memiliki media 
tradisional seperti televisi, radio, atau koran dibutuhkan modal yang 
besar dan tenaga kerja yang banyak, maka lain halnya dengan media 
sosial. Seorang pengguna media sosial bisa mengakses 
menggunakan social media dengan jaringan internet bahkan yang 
aksesnya lambat sekalipun, tanpa biaya besar, tanpa alat mahal dan 
dilakukan sendiri tanpa karyawan. Kita sebagai pengguna media sosial 
dengan bebas bisa mengedit, menambahkan, memodifikasi baik 
tulisan, gambar, video, grafis, dan berbagai model content lainnya 
Kelebihan paling menonjol dari sosial media itu sendiri adalah jika 
kita mempunyai opini atau tulisan tak perlu repot-repot lagi diterbitkan 
di koran ataupun majalah agar bisa dilihat oleh orang banyak. karena 
sosial media mewadahi hal tersebut. Maka tak jarang sering kita 
temukan berbagai macam postingan pendapat pribadi yang banyak 
mendapat like bahkan menjadi viral tersebar di sosial media. 
Namun disisi lain, kelebihan inilah yang kadang disalahgunakan 
oleh para pengguna media sosial terutama untuk menjatuhkan orang 
lain, penyebaran berita bohong dan fitnah. Penyebabnyapun  
bermacam-macam mulai dari  kepentingan politik, persaingan bisnis, 
3 
 
kebencian terhadap suatu kelompok dan bahkan sampai ada yang 
hanya ingin mencari sensasi. 
Sering kita dapati dengan mudahnya berita-berita yang belum 
tentu benarnya menyebar di sosial media ditambah dengan banyaknya 
kebiasaan masyarakat yang membaca berita dan menerima berita 
yang masuk secara mentah-mentah tanpa diuji terlebih dahulu 
kebenarannya.  Sehingga bukan tidak mungkin penyebaran berita-
berita bohong di media sosial dengan cepat tersebar. 
Masalah seperti inilah yang kadang meresahkan para pengguna 
sosial media terutama bagi mereka yang bermain sosial media hanya 
sekedar ingin menambah interaksi dengan teman-temannya secara 
online terutama yang paling sering dibahas akhir-akhir ini yaitu Ujaran 
Kebencian (Hate Speech) di media sosial. 
       Sebagai Contoh kasus ,Jajaran Subdit IV Cyber Crime Dit 
Reskrimsus Polda Metro Jaya telah menangkap AT (41), pelaku 
penyebaran ujaran kebencian di media sosial, Facebook, terkait insiden 
di Tanjung Balai, Sumatera Utara, pada Sabtu (30/7/2016).Berdasarkan 
pengakuan pelaku, dia menyebarkan ujaran kebencian itu karena merasa 
kecewa terhadap pemerintah pusat di bawah kepemimpinan 
Presiden Joko Widodo. AT teridentifikasi menyebarkan ujaran kebencian 
di media sosial, Facebook, terkait insiden di Tanjung Balai, Medan, 
Sumatera Utara, pada Sabtu (30/7/2016). Atas perbuatan itu, dia 
ditangkap di  Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada Selasa (2/8/2016).Pelaku 
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menulis informasi di akun Facebook yang ditujukan untuk menimbulkan 
rasa kebencian atau pemusuhan.Pelaku membuat akun Facebook 
menggunakan handphone dengan nama AT.Pelaku menulis informasi 
yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan 
individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, 
agama, ras dan antar golongan (sara).Pelaku menyebutkan "Tanjung 
Balai Medan Rusuh 30 Juli 2016 6 Vihara dibakar buat Saudara Muslimku 
mari rapatkan barisan... Kita buat tragedi 98 terulang kembali Allahu 
Akbar...". Atas perbuatan itu, pelaku telah diamankan. Dia diduga 
melanggar Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) dan atau Pasal 27 ayat 
(3) Jo Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dan atau 
Pasal 156 KUHP dan atau 160 KUHP. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 
masalah sebagai berikut :  
1. Bagaimakah aturan hukum terkait Ujaran Kebencian  di media 
sosial? 
2. Apakah yang menjadi  faktor-faktor penyebab  Ujaran Kebencian  di 
media sosial? 
 
C. Tujuan Penelitian  
Penelitian ini bertujuan untuk: 
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1. Mengetahui pengaturan hukum terkait ujaran kebencian di media 
sosial 
2. Mengetahui faktor-faktor penyebab ujaran kebencian di media sosial 
D. Kegunaan Penelitian 
1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 
pemahaman kepada masyarakat terkait aturan hukum mengenai 
ujaran kebencian di media sosial 
2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran kepada 
pemerintah dan masyarakat bagaimana pehamahaman dan 
pandangan masyarakat  serta faktor-faktor penyebab terkait masalah 
ujaran kebencian di media sosial. 
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BAB II 
TINJAUAN  PUSTAKA 
A. Sosiologi Hukum 
1. Pengertian Sosiologi  
Istilah sosisologi hukum pertama kali digunakan pada tahun 
1882, oleh Anziolotti yang dipengaruhi oleh disiplin ilmu yaitu filsafat 
hukum, ilmu hukum dan sosiologi. 
Sosiologi hukum memandang hukum sebagai kenyataan sosial 
dan bukan kaidah. Sosiologi hukum memandang hukum sebagai 
fenomena sosial yang berbeda dengan hukum normatif yang 
memandang hukum sebagai norma-norma positif di dalam 
perundang-undangan hukum nasional. Beberapa pakar yang 
mempengaruhi sosiologi hukum seperti Emile Durkheim, Max Weber, 
Eugen Ehrlich, Talcott Persons, Roscou Pound, dan Schuyt. (Achmad 
Ali, 2008:215) 
Berikut ini beberapa pengertian yang dikemukakan oleh 
beberapa pakar hukum mengenai sosiologi hukum: 
a. Soerjono Soekanto, memberikan batasan pengertian tentang 
apa sebenarnya yang dimaksud dengan sosiologi hukum, 
yaitu suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis 
dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal 
balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. 
(Zainuddin Ali, 2005:1) 
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b. Sajipto Raharjo juga mengemukakan batasan tentang 
sosiologi hukum yaitu sosiologi hukum (Sociology of Law) 
adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku 
masyarakat dalam konteks sosialnya. (Zainuddin Ali, 2005:1) 
c. Sosiologi Hukum adalah mengamati dan mencatat hukum 
dalam kenyataan kehidupan sehari-hari dan kemudian 
berusaha untuk menjelaskannya. Sosiologi Hukum sebagai 
ilmu terapan menjadikan sosiologi sebagai subyek seperti 
fungsi sosiologi dalam penerapan hukum, pembangunan 
hukum, pembaharuan hukum, perubahan masyarakat dan 
perubahan hukum, dampak dan efektivitas hukum, kultur 
hukum. 
d. Kajian sosiologi hukum adalah suatu kajian yang objeknya 
fenomena hukum tetapi menggunakan topik ilmu sosial dan 
teori-teori sosiologis, sehingga sering disalah tafsirkan bukan 
hanya oleh kalangan non hukum tetapi juga dari kalangan 
hukum sendiri. (Achmad Ali, 2009 :9) 
e. Wignjosoebroto berpendapat bahwa sosiologi hukum adalah 
salah sayu cabang kajian sosiologi yang termasuk pada 
keluarga ilmu pengetahuan sosial dan inilah menurut beliau 
cabang kajian tentang kehiduan bermasyarakat manusia 
pada umumnya, yang berperhatian kepada upaya-upaya 
manusia menegakkan dan mensejahterakan kehidupannya, 
serta mempunyai kekhususan yang berbeda dengan kalian 
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pada cabang-cabang sosiologi yang lain. (Sabian Ustman, 
2009:115) 
2. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum 
Menurut Vilhelm Aubert (Achmad Ali, 2009 :32), sosiologi 
hukum dipandang sebagai suatu cabang ilmu sosiologi umum serupa 
dengan sosiologi keluarga, sosiologi industri, atau sosiologi 
kedokteran, perbedaannya tentu saja karena sosiologi hukum obyek 
kajiannya adalah hukum. Bagi Aubert, sah saja penggunaan sosiologi 
untuk studi hukum dalam rangka membantu para professional hukum 
untuk menjalankan tugas-tugas mereka. Demikian juga hukum dapat 
membantu para legislator dalam pembuatan peraturan perundang-
undangan maupun bedan peradilan dalam membuat putusannya. 
Dalam hal ini yang terpenting adalah fungsi kritis dari sosiologi hukum 
untuk membantu mempertinggi kesadaran kaum profesional hukum 
tentang fungsi profesi mereka di masyarakat. 
Menurut Roscoe Pound (Achmad Ali,2009:33) bahwa 
karakteristik dari kajian sosiologi di bidang hukum adalah: 
a. Kajian mengenai efek-efek sosial yang aktual dari institusi 
hukum maupun doktrin hukum. 
b. Kemudian bahwa kajian sosiologis berhubungan dengan 
kajian hukum dalam mempersiapkan perundang-undangan. 
Penerimaan metode sains untuk studi analisis lain terhadap 
perundang-undangan. Perbandingan perundang-undangan 
telah diterima sebagai dasar terbaik bagi cara pembuatan 
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hukum, tetapi tidak cukup hanya membandingkan undang-
undang itu satu sama lain, sebab yang merupakan hal 
terpenting adalah studi tentang pengoperasisan 
kemasyarakatan pada undang-undang tersebut. 
c. Titik berat berikut dari perhatian Pound adalah bahwa kajian 
para sosiolog hukum itu ditujukan untuk bagaimana membuat 
aturan hukum menjadi lebih efektif. Hal ini telah diabaikan 
hampir secara keseluruhan di masa silam. 
d. Bukan merupakan semata-mata kajian tentang doktrin yang 
telah dibuat dan dikembangkan tetapi apa efek sosial dari 
segala doktrin hukum yang telah dihasilkan di masa silam dan 
bagaimana memproduksi mereka. Malahan hal itu 
menunjukkan kepada kita bagaimana hukum di masa lalu 
tumbuh di luar dari kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis. 
e. Para sosiolog hukum menekankan pada penerapan hukum 
secara wajar atau patut (equitable application of law), yaitu 
memahami aturan hukum sebagai penuntutan umum bagi 
hakim, yang menuntun hakim diberikan kebebasan untuk 
memutus setiap kasus yang dihadapkan kepadanya, sehingga 
hakim dapat mempertemukan antara kebutuhan keadilan di 
antara pihak dengan alasan umum dari masyarakat pada 
umumnya. 
f. Akhirnya, Pound menitik beratkan pada usaha untuk lebih 
mengefektifkan tercapainya tujuan-tujuan hukum.  
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Karakteristik Kajian Sosiologi hukum yaitu: 
a. Fenomena hukum didalam masyarakat dalam mewujudkan: 
1) Deskripsi ; 
2) Pengungkapan (Revealing); 
3) Penjelasan. 
b. Sosiologi hukum berusaha untuk memberikan deskripsi 
terhadap praktik hukum dan dapat dibedakan dalam 
pembuatan undang-undang, penerapan dalam pengadilan, 
maka mempelajari pula bagaimana praktik yang terjadi pada 
masing-masing bidang kegiatan hukum tersebut. 
c. Sosiologi hukum bertujuan untuk menjelaskan mengapa 
suatu praktik-praktik hukum di dalam kehidupan sosial 
masyarakat itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor apa 
yang mempengaruhi, latar belakang dan sebagainya. 
Pendapat Max Weber yaitu “Interpretative Understanding” 
yaitu cara menjelaskan sebab, perkembangan serta efek dari 
tingkah laku dimaksud mempunyai dua segi yaitu luar dan 
dalam atau internal dan eksternal. 
d. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris dari 
suatu peraturan atau pernyataan hukum, sehingga mampu 
memprediksi suatu hukum yang sesuai dan/atau tidak sesuai 
dengan masyarakat tertentu. 
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e. Sosiologi hukum bersifat khas ini adalah apakah kenyataan 
seperti yang tertera pada peraturan itu dan harus diuji 
dengan data empiris. 
f. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum, 
tingkah laku yang menaati hukum, sama-sama merupakan 
obyek pengamatan yang setara, tidak ada segi obyektifitas 
dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap 
fenomena hukum yang nyata. 
Alan Hunt (Achmad Ali, 2009 : 38) membagi “The 
Sociological Movement in Law” ke dalam dua fase. Dalam fase 
pertama, ia membahas karakteristik dan hubungan satu sama 
lain antara tiga gerakan sosiologis dalam hukum, yaitu: 
a. A Sociology Of Law, Pelopornya antara lain Emile 
Dukheim dan Max Weber; 
b. American Legal Realism, pelopornya antara lain Oliver 
Wender Holmes, Benjamin N Cardozo, dan Karl 
Liewellyn; 
c. A Sociological Jurisprudence, pelopornya antara lain 
Eugene Ehrlich dan Roscoe Pound. 
Fase Berikutnya dinamakan oleh Alan Hunt sebagai “A 
Modern Sociology Of Law”, pelopornya antara lain Donald Black, 
Charles Sampford, Roger Cotterel, dan Gerald Turkel. Pada fase 
ini menunjukkan kesinambungan yang sangat signifikan bukan 
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hanya pada ilmu hukum yang bersifat sosiologis tapi juga pada 
ilmu hukum yang bersifat  normatif. (Achmad Ali, 2009 : 38) 
Mr. J. J. H. Bruggink, menjelaskan perspektifnya bahwa 
sosiologi hukum terutama berminat pada keberlakuan empirik 
atau faktual dari hukum. Hal itu sudah menunjukkan bahwa 
sosiologi hukum tidak secara langsung diarahkan pada hukum 
sebagai sistem konseptual itu sendiri, Melainkan pada kenyataan 
kemasyarakatan, yang didalamnya hukum memainkan peran. 
Obyek sosiologi hukum pada tingkat pertama adalah kenyataan 
kemasyarakatan dan baru pada tingkat kedua kaidah-kaidah 
hukum, yang dengan salah satu cara memainkan peranan dalam 
kenyataan kemasyarakatan itu. Bagi sosiolog hukum, 
masalahnya berkenaan dengan semua jenis akibat yang 
dimaksudkan dan yang tidak dimaksudkan, yang diinginkan dan 
yang tidak diinginkan, yang dapat ditimbulkan kaidah-kaidah 
hukum dalam kenyataan kemasyarakatan. Karena itu juga kita 
dapat mendefinisikan sosiologi hukum sebagai ‘teori tentang 
hubungan antara kaidah-kaidah hukum dan kenyataan 
kemasyarakatan’. Hubungan itu dapat dipelajari dengan dua 
cara, orang dapat mencoba menjelaskan kaidah hukum dari 
sudut kenyataan kemasyarakatan, tetapi juga orang dapat 
menjelaskan kenyataan kemasyarakatan dari sudut kaidah-
kaidah hukum. (Achmad Ali, 2009 : 42) 
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3. Objek Kajian Sosiologi Hukum 
Menurut Gerald Turkel (Achmad Ali. 2009 : 61), Pendekatan 
sosiologis juga mengenal studi tentang hubungan antara hukum dan 
moral serta logika internal hukum. Fokus utama pendekatan 
sosiologis antara lain: 
a. Pengaruh hukum terhadap perilaku sosial. 
b. Kepercayaan–kepercayaan yang dianut oleh warga 
masyarakat dalam “The Social World” mereka. 
c. Organisasi sosial dan perkembangan sosial serta institusi-
institusi hukum. 
d. Bagaimana hukum dibuat. 
e. Kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan hukum. 
Schuyt (Achmad Ali. 2009 : 64) mengemukakan pokok-pokok 
bahasan sosiologi hukum, yang mencakupi empat pokok bahasan: 
a. Sistem-sistem hukum. 
b. Organisasi sosial dari hukum. 
c. Warga negara dalam hukum. 
d. Asas-asas hukum dan pengertian-pengertian hukum. 
Soerjono Soekanto (Achmad Ali. 2009 : 73-74) mengemukakan 
tujuh masalah yang disoroti oleh sosiologi hukum, yaitu: 
a. Hukum dan sistem sosial masyaraakat. 
b. Persamaan dan perbedaan sistem-sistem hukum. 
c. Sistem hukum yang bersifat dualitis. 
d. Hukum dan kekuasaan. 
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e. Hukum dan nilai-nilai sosial budaya. 
f. Kepastian hukum dan kesebandingan. 
g. Peranan hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat 
yang mengkaji persoalan-persoalan berikut: 
1) Pengadilan 
2) Efek dari suatu peraturan perundang-undangan dalam 
masyarakat. 
3) Tertinggalnya hukum-hukum dibelakang perubahan-
perubahan sosial dalam masyarakat. 
4) Definisi hukum dan pelembagaannya. 
5) Hubungan antara para penegakdan pelaksan hukum. 
6) Masalah keadilan. 
Menurut Achmad Ali (2008 : 19), obyek utama kajian 
sosiologi hukum sebagai berikut: 
a. Dalam mengkaji hukum sebagai goverment social 
control, sosiologi hukum mengkaji hukum sebagai 
perangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan 
guna menegakkan ketertiban dalam suatu kehidupan 
masyarakat. Hukum dipandang sebagai rujukan yang 
akan digunakan oleh pemerintah dalam hal melakukan 
pengendalian terhadap perilaku warga masyarakat. 
b. Persoalan pengendalian sosial tersebut oleh sosiologi 
hukum dikaji dalam kaitannya dengan sosialisasi yaitu 
proses dalam pembentukan masyarakat. Sebagai 
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mahluk sosial yang menyadari eksistensi sebagai 
kaidah sosial yang ada dalam masyarakatnya yang 
meliputi kaidah moral, agama, dan kaidah sosial 
lainnya. Dengan kesadaran tersebut diharapkan warga 
masyarakat menaatinya, berkaitan dengan itu maka 
tempaklah bahwa sosiologi hukum, cenderung 
memandang sosialisasi sebagai suatu proses yang 
mendahului dan menjadi pra kondisi sehingga 
memungkinkan pengendalian sosial dilaksanakan 
secara efektif. 
c. Obyek utama sosiologi hukum lainnya adalah 
stratifikasi. Stratifikasi sebagai obyek yang membahas 
sosiologi hukum bukanlah stratifikasi hukum seperti 
yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dengan teori 
grundnormnya, melainkan stratifikasi yang 
dikemukakan dalam suatu sistem kemasyarakatan. 
Dalam hal inidapat dibahas bagaimana adanya 
stratifikasi sosial terhadap hukum dan pelaksana 
hukum. 
d. Obyek utama lain dari kajian sosiologi hukum adalah 
pembahasan tentang perubahan, dalam hal ini 
mencakup perubahan hukum dan perubahan 
masyarakat serta hubungan timbal balik di antara 
keduanya. Salah satu persepsi penting dalam kajian 
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sosiologi hukum adalah bahwa perubahan yang terjadi 
dalam masyarakat dapat direkayasa, dalam arti 
direncanakan terlebih dahulu oeh pemerintah dengan 
menggunakan perangkat hukum sebagai alatnya. 
4. Teori-teori Sosiologi Hukum 
a. Arnorld M. Rose pernah mengemukakan adanya 3 teori umum 
perihal perubahan-perubahan sosial, yang kemudian dihubungkan 
dengan hukum. Ketiga teori umum tersebut sebetulnya lebih 
banyak  menyangkut sebab utama terjadinya perubahan-
perubahan sosial,yakni masing-masing: 
1) Kumulasi yang progresif daripada penemuan-penemuan di 
bidang teknologi. 
2) Kontak atau konflik antara kebudayaan; dan 
3) Gerakan sosial (social movement). 
Menurut ketiga teori tersebut di atas, maka hukum lebih 
merupakan akibat daripada faktor daripada faktor penyebab 
terjadinya perubahan-perubahan sosial. Teori tentang penemuan-
penemuan di bidang teknologi, yang antara lain dikemukakan oleh 
william F. Ogbum, menyatakan bahwa penemuan-penemuan baru 
di bidang teknologi merupakan faktor utama yang menjadi 
penyebab terjadinya perubahan-perubahan sosial oleh karena 
penemuan-penemuan tersebut mempunyai daya berkembang 
yang kuat(Sorjono Soekanto.2002,95) 
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b. Teori ketaatan hukum, berkenaan dengan maraknya fenomena 
aliran sesat dewasa ini, maka hal itu berkaitan erat dengan teori 
ketaatan hukum yang dikemukakan oleh H.C Kelman yang 
membaginya dalam tiga jenis: 
 Ketaatan yang bersifat Compliance, yaitu jika seseorang 
taat terhadap suatu aturan disebabkan hanya takut 
terhadap sanksi. 
 Ketaatan yang bersifat Identification, yaitu jika seseorang 
taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan 
baiknya dengan seseorang menjadi rusak. 
 Ketaatan yang bersifat Internalzation, yaitu jika seseorang 
taat terhadap suatu aturan benar-benar karena ia merasa 
atauran itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang 
dianutnya. 
B. Cyber Crime 
1. Definisi Cyber Crime 
Pada masa awalnya, cyber crime didefinisikan sebagai kejahatan 
computer (computer crime). 
The British Law Commission, mengartikan “computer crime” sebagai 
manipulasi computer dengan cara apa pun yang dilakukan dengan 
iktikad bukuk untuk memperoleh uang, barang atau keuntungan lainnya 
atau dimaksudkan untuk menimbulkan kerugian kepada pihak lain. 
Mandell membagi “computer crime” atas dua kegiatan, yaitu: 
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a. Penggunaan computer untuk melaksanakan perbuatan penipuan, 
pencurian atau penyembunyian yang dimaksud untuk memperoleh 
keuntungan keunangan, keuntungan bisnis, kekayaan atau 
pelayanan; 
b. Ancaman terhadap computer itu sendiri, seperti pencurian perangkat 
keras atau lunak, sabotase dan pemerasan.(Saharianto 
Budi.2012,10) 
Sistem teknologi informasi berupa internet telah dapat menggeser 
paraddigma para ahli hukum terhadap definisi kejahatan computer, pada 
awalnya para ahli hukum terfokus pada alat/perangkat keras yaitu 
computer. Namun dengan adanya perkembangan teknologi informasi 
berupa jaringan internet, maka focus dari identifikasi terhadap definisi 
cyber crime lebih diperluas lagi yaitu seluas aktivitas yang dapat 
dilakukan di dunia cyber / maya melalui sistem informasi yang 
digunakan. Jadi tidak sekedar pada komponen hardware-nya saja 
kejahatan itu dimaknai sebagai cyber crime, tetapi sudah dapat diperluas 
dalam lingkup dunia yang dijelajah oleh sistem teknologi informasi yang 
bersangkutan. sehingga lebih tepat jika pemaknaan dari cyber crime 
adalah kejahatan teknologi informasi, juga sebagai kejahatan mayantara. 
(Saharianto Budi.2012,11) 
Pada dasarnya cuber crime meliputi semua tindak pidana yang 
berkenaan dengan sistem informasi itu sendiri, serta sistem informasi 
yang merupakan sarana untuk penyampaian/pertukaran informasi 
kepada pihak lainnya. 
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2. Karakteristik Cyber Crime 
Kejahatan dibidang teknologi informasi dapat digolongkan sebagai 
white colour crime karena pelaku cyber crime adalah orang yang 
menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya atau ahli di 
bidangnya. Kejahatan tersebut sering kali dilakukan secara transnasional 
atau melintasi batas negara sehingga dua criteria kejahatan melekat 
sekaligus dalam kejahatan cyber ini, yaitu white colour crime dan 
transnational crime.  
Berdasarkan beberapa literature serta praktiknya, cyber crime 
memiliki beberapa karakteristik, yaitu: (Saharianto Budi.2012,11) 
1. Perbuatan yang dilakukan secara illegal, tanpa hak atau tidak etis 
tersebut terjadi dalam ruang/wilayah siber/cyber space, sehingga 
tidak dapat dipastikan yurisdiksi negara mana yang berlaku 
terhadapnya. 
2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apa 
pun yang terhubung dengan internet. 
3. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materiil maupun 
inmateriil (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, 
kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan 
dengan kejahatan konvensional. 
4. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet 
beserta aplikasinya. 
5. Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional/melintasi 
batas negara. 
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3. Bentuk-Bentuk Cyber Crime 
Kejahatan computer  dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 
a. Kejahatan yang menyangkut data atau informasi computer. 
b. Kejahatan yang menyangkut software atau program computer. 
c. Pemakaian fasilitas computer tanpa wewenang untuk kepentingan 
yang tidak sesuai dengan tujuan pengelolaan atau operasinya. 
d. Tindakan-tindakan yang mengganggu operasi computer. 
e. Tindakan merusak peralatan computer atau peralatan yang 
berhubungan dengan computer atau sarana penunjangnya. 
Secara umum terdapat beberapa bentuk kejahatan yang 
berhubungan erat dengan penggunaan teknologi informasi yang 
berbasis utama computer dan jaringan telekomunikasi, antara lain: 
(Saharianto Budi.2012,15) 
a. Unauthorized acces to computer system and service 
Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/menyusup ke dalam 
suatu sistem jaringan computer secara tdak sah, tanpa izin atau 
tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan computer yang 
dimasukinya. 
b. Illegal contents 
Merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi 
ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat 
dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. 
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c. Data forgery 
Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-
dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless document 
melalui internet. 
d. Cyber espionage 
Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk 
melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan 
memasuki sistem jaringan computer pihak sasaran. 
e. Cyber sabotage and extortion 
Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan perusakan 
atau penghancuran terhadap suatu data, program computer atau 
sistem jaringan computer yang terhubung dengan internet. 
f. Offense against intellectual property 
Kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual 
yang dimiliki pihak lain di internet. Seperti peniruan tampilan pada 
web page suatu situs milik orang lain secara illegal, penyiaran suatu 
informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang 
lain dan sebagainya. 
g. Infrengments of privacy 
Kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang 
merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini 
biasanya ditujukan terhadap keterangan seseorang pada formulir 
data pribadi yang tersimpan secara computerized, yang apabila 
diketahui oleh orang lain akan dapat merugikan korbannya secara 
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materiil maupun immaterial seperti nomor kartu kredit, nomor PIN 
ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya. 
 
 
C. Media Sosial 
1. Pengertian Media Sosial 
 Media sosial merupakan media online, di mana para 
penggunanya (user) melalui aplikasi berbasis internet dapat 
berbagi, berpartisipasi, dan menciptakan konten berupa blog, wiki, 
forum, jejaring sosial, dan ruang dunia virtual yang disokong oleh 
teknologi multimedia yang kian canggih. Internet, medsos dan 
teknologi multimedia menjadi satu kesatuan yang sulit dipisahkan 
serta mendorong pada hal-hal baru. Saat ini medsos yang paling 
banyak digunakan dan tumbuh pesat berupa jejaring sosial, blog 
dan wiki. Berikut beberapa Pengertian Media Sosial Menurut Para 
Ahli: 
a. Menurut Chris Garrett 
Media sosial adalah alat, jasa, dan komunikasi yang memfasilitasi 
hubungan antara orang dengan satu sama lain dan memiliki 
kepentingan atau kepentingan yang sama. 
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b.  Menurut Sam Decker 
Media sosial adalah konten digital dan interaksi yang dibuat oleh dan 
antara satu sama lain. 
c. Menurut Marjorie Clayman 
Media sosial adalah alat pemasaran baru yang memungkinkan Anda 
untuk mengetahui pelanggan dan calon pelanggan dengan cara yang 
sebelumnya tidak mungkin. 
d. Menurut Lisa Buyer 
Mendefinisikan media sosial sebagai bentuk hubungan masyarakat 
(PR) adalah yang paling transparan, menarik dan interaktif saat ini. 
e. Menurut Antony Mayfield 
Media sosial adalah tentang menjadi manusia. Orang biasa yang 
berbagi ide, bekerjasama, dan berkolaborasi untuk menciptakan kreasi, 
pemikiran, berdebat, menemukan orang yang bisa menjadi teman baik, 
menemukan pasangan dan membangun sebuah komunitas. 
f. Menurut  Andreas Kaplan dan Michael Haenlein 
Mendefinisikan media sosial sebagai “sebuah kelompok aplikasi 
berbasis internet yang membangun Web 2.0 ideologi dan teknologi, dan 
yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated 
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content”.( http://www.gurupendidikan.com/21-ciri-pengertian-media-
sosial-menurut-para-ahli-dampak-positif-negatifnya/. diakses pada 
tanggal 3 agustus 2016 pukul 14:30 WITA.) 
Dalam artikelnya berjudul “User of the World, Unite! The 
Challenges and Opportunities of Social Media,” di Majalah Business 
Horizons (2010) halaman 69-68, Andreas M Kaplan dan Michael 
Haenlein membuat klasifikasi untuk berbagai jenis medsos yang 
ada berdasarkan ciri-ciri penggunaannya.  
Menurut mereka, pada dasarnya medsos dapat dibagi menjadi 
enam jenis, yaitu:  
Pertama, proyek kolaborasi website, di mana user-nya 
diizinkan untuk dapat mengubah, menambah, atau pun membuang 
konten-konten yang termuat di website tersebut, seperti Wikipedia.  
Kedua, blog dan microblog, di mana user mendapat 
kebebasan dalam mengungkapkan suatu hal di blog itu, seperti 
perasaan, pengalaman, pernyataan, sampai kritikan terhadap suatu 
hal, seperti Twitter. 
Ketiga, konten atau isi, di mana para user di website ini saling 
membagikan konten-konten multimedia, seperti e-book, video, foto, 
gambar, dan lain-lain seperti Youtube.  
Keempat, situs jejaring sosial, di mana user memperoleh izin 
untuk terkoneksi dengan cara membuat informasi yang bersifat 
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pribadi, kelompok atau sosial sehingga dapat terhubung atau 
diakses oleh orang lain, seperti misalnya Facebook.  
Kelima, virtual game world, di mana pengguna melalui aplikasi 
3D dapat muncul dalam wujud avatar-avatar sesuai keinginan dan 
kemudian berinteraksi dengan orang lain yang mengambil wujud 
avatar juga layaknya di dunia nyata, seperti online game.  
Keenam, virtual social world, merupakan aplikasi berwujud 
dunia virtual yang memberi kesempatan pada penggunanya berada 
dan hidup di dunia virtual untuk berinteraksi dengan yang lain. 
Virtual social world ini tidak jauh berbeda dengan virtual game 
world, namun lebih bebas terkait dengan berbagai aspek kehidupan, 
seperti Second Life. 
2. Ciri-ciri dan Keunggulan Media Sosial 
Setelah mengetahui apa itu media sosial dan jenis-jenisnya 
maka ciri-ciri media sosial dapat diuraikan sebagai berikut: 
1. Konten yang disampaikan dibagikan kepada banyak orang 
dan tidak terbatas pada satu orang tertentu; 
2. Isi pesan muncul tanpa melalui suatu gatekeeper dan tidak 
ada gerbang penghambat; 
3. Isi disampaikan secara online dan langsung; 
4. Konten dapat diterima secara online dalam waktu lebih 
cepat dan bisa juga tertunda penerimaannya tergantung 
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pada waktu interaksi yang ditentukan sendiri oleh 
pengguna; 
5. Medsos menjadikan penggunanya sebagai kreator dan 
aktor yang memungkinkan dirinya untuk beraktualisasi diri;  
6.  Dalam konten medsos terdapat sejumlah aspek 
fungsional seperti identitas, percakapan (interaksi), 
berbagi (sharing), kehadiran (eksis), hubungan (relasi), 
reputasi (status) dan kelompok (group). 
 
Adapun kelebihan media sosial dibanding media konvesional 
lain yaitu: 
1. Cepat, ringkas, padat dan sederhana. Kalau kita lihat, 
setiap produksi media konvensional membutuhkan 
keterampilan khusus, standar yang baku dan kemampuan 
marketing yang unggul. Sebaliknya, medsos begitu mudah 
digunakan (user friendly), bahkan pengguna tanpa basis 
pengetahuan Teknologi Informasi (IT) pun dapat 
menggunakannya. Yang diperlukan hanya komputer, 
tablet, smartphone, ditambah koneksi internet.  
a. Menciptakan hubungan lebih intens. Media-media 
konvensional hanya melakukan komunikasi satu arah. 
Untuk mengatasi keterbatasan itu, media konvensional 
mencoba membangun hubungan dengan model 
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interaksi atau koneksi secara live melalui telepon, sms 
atau Twitter. Sedangkan medsos memberikan 
kesempatan yang lebih luas kepada user untuk 
berinteraksi dengan mitra, pelanggan, dan relasi, serta 
membangun hubungan timbal balik secara langsung 
dengan mereka.  
b. Jangkauan luas dan global. Media-media konvensional 
memiliki daya jangkau secara global, tetapi untuk 
menopang itu perlu biaya besar dan membutuhkan 
waktu lebih lama. Sedangkan melalui medsos, siapa 
pun bisa mengkomunikasikan informasi secara cepat 
tanpa hambatan geografis. Pengguna medsos juga 
diberi peluang yang besar untuk mendesain konten, 
sesuai dengan target dan keinginan ke lebih banyak 
pengguna.  
c. Kendali dan terukur. Dalam medsos dengan sistem 
tracking yang tersedia, pengguna dapat mengendalikan 
dan mengukur efektivitas informasi yang diberikan 
melalui respons balik serta reaksi yang muncul. 
Sedangkan pada media-media konvensional, masih 
membutuhkan waktu yang lama. 
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D. Hate speech (Ujaran Kebencian) 
1. Pengertian Hate Speech (Ujaran Kebencian) 
Banyak dari kita yang kesulitan untuk dapat mengartikan apa 
dan bagaimana kejahatan berdasarkan kebencian. Untuk itu perlu 
kita cari tahu berbagai definisi mengenai hate speech maupun hate 
crime itu sendiri.  
        Hate Speech (Ucapan Penghinaan/atau kebencian) adalah 
tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau 
kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada 
individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti 
ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi 
seksual,kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. 
         Dalam arti hukum, Hate speech adalah perkataan, perilaku, 
tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu 
terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak 
pelaku Pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. 
Website yang menggunakan atau menerapkan Hate Speech ini 
disebut Hate Site. Kebanyakan dari situs ini menggunakan Forum 
Internet dan Berita untuk mempertegas suatu sudut pandang 
tertentu. 
         Para kritikus berpendapat bahwa istilah Hate 
speech merupakan contoh modern dari novel Newspeak, ketika Hate 
speech dipakai untuk memberikan kritik secara diam-diam kepada 
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kebijakan sosial yang diimplementasikan dengan buruk dan terburu-
buru seakan-akan kebijakan tersebut terlihat benar secara politik. 
Sampai saat ini, belum ada pengertian atau definisi secara hukum 
mengenai apa yang disebut Hate speech dan pencemaran nama 
baik dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris, pencemaran 
nama baik diartikan sebagai sebagai defamation, libel, 
dan slander yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia 
adalah fitnah (defamation), fitnah lisan (slander), fitnah tertulis (libel). 
Dalam bahasa Indonesia, belum ada istilah yang sah untuk 
membedakan ketiga kata tersebut. 
Menurut R. Susilo menerangkan bahwa yang dimaksud dari 
"menghina" adalah "menyerang kehormatan dan nama baik 
seseorang". Yang terkena dampak hate speechbiasanya merasa 
malu. Menurutnya, penghinaan terhadap satu individu ada 6 macam 
yaitu: 
1.   Menista secara lisan 
2.   Menista dengan surat/tertulis  
3.   Memfitnah 
4.   Penghinaan ringan  
5.   Mengadu secara memfitnah  
6.   Tuduhan secara memfitnah  
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Semua penghinan tersebut hanya dapat dituntut jika ada pengaduan 
dari individu yang terkena dampak penghinaan, kecuali kalau 
penghinaan tersebut dilakukan kepada seorang pegawai negeri yang 
sedang melakukan pekerjaannya secara sah. 
Pasal-pasal yang mengatur tindakan Hate speech terhadap 
seseorang semuanya terdapat di dalam Buku I KUHP Bab XVI 
khususnya pada Pasal 310, Pasal 311, Pasal 315, Pasal 317, dan 
Pasal 318 KUHP. Sementara, penghinaan atau pencemaran nama 
baik terhadap pemerintah, organisasi, atau suatu kelompok diatur 
dalam pasal-pasal khusus, yaitu: 
1. Penghinaan terhadap kepala negara asing (Pasal 142 dan 
Pasal 143 KUHP) 
2. Penginaan terhadap segolongan 
penduduk/kelompok/organisasi (Pasal 156 dan Pasal 157 
KUHP) 
3. Penghinaan terhadap pegawai agama (Pasal 177 KUHP) 
4. Penghinaan terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia 
(Pasal 207 dan pasal 208 KUHP) 
2. Hate Speech Dalam Internet 
        Etika dalam dunia online perlu ditegaskan, mengingat dunia 
online merupakan hal yang sudah dianggap penting bagi masyarakat 
dunia. Namun, semakin banyak pihak yang menyalahgunakan dunia 
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maya untuk menyebarluaskan hal-hal yang tidak lazim mengenai 
sesuatu, seperti suku bangsa, agama, dan ras. Penyebaran berita 
yang sifatnya fitnah di dunia Internet, misalnya, menjadi hal yang 
patut diperhatikan. Internet Service Provider (ISP) biasanya menjadi 
pihak yang dianggap bertanggung jawab atas segala isi yang 
mengandung fitnah. Sesungguhnya, isi yang mengandung fitnah 
berada di luar tanggung jawab ISP; terlebih ada pihak ke tiga yang 
memasukkannya tanpa sepengetahuan ISP. Sama halnya seperti 
manajemen dalam toko buku, dunia Internet membedakan peran 
antara distributor dan publisher. Dalam hal ini, ISP sekadar bertindak 
sebagai publisher yang mengontrak distributor untuk mengelola 
jaringan mereka. Hal di ataslah yang sering disebut dengan Libel 
yakni sebuah pernyataan ataupun ekspresi seseorang yang 
mengakibatkan rusaknya reputasi orang lain dalam komunitas 
tertentu karena ekspresinya itu. Ataupun bisa dalam bentuk 
pembunuhan karakter dan dalam dunia professional sekalipun. 
Dalam bukunya yang berjudul ‘The New Communication 
Technology’, Mirabito menyatakan ada 12 ribu pengguna Internet 
yang menjadi korban kejahatan di Internet yang berkenaan dengan: 
suku bangsa, ras, agama, etnik, orientasi seksual, hingga gender. 
Nyatanya, kemajuan Internet berjalan seiring dengan peningkatan 
teror di dunia maya. Contoh kasus pada seorang anak muda berusia 
19 tahun yang menggunakan komputer di sekolahnya untuk 
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mengirim surat elektronik berisi ancaman pembunuhan pada 62 
siswa lain yang keturunan Asia-Amerika. Contoh kasus di atas 
adalah salah satu contoh kasus mengenai istilah hate yang sering 
dihadapi oleh Amerika dan merupakan sebuah dilema dari 
kebebasan berekspresi dari first amandment mereka. Kejahatan 
Hate merupakan masalah serius yang dihadapi oleh Amerika, pada 
tahun 2001 sendiri terdapat 12.000 individu yang menjadi korban dari 
kejahatan Hate ini biasanya dikarenakan ras, etnis, negara asal, 
agama atau kepercayaan mereka, orientasi sex, atau bahkan karena 
gender mereka. 
Di Amerika, pernah muncul sebuah aksi yang bernama The Hate 
Crime Prevention Act of 2003 yang masih diperdebatkan dalam 
kongres yang ke-108. Jika aksi ini disahkan kedalam hukum, maka 
perlindungan dari hate speech akan semakin terjamin dari lembaga 
federal. Aksi tersebut didasarkan pada premis legal yaitu: 
o Individu yang menjadi target Hate Crime akan mencoba untuk 
pergi keluar batas negara agar tidak menjadi korban penghinaan. 
o Pelaku kejahatan Hate Crime akan mencoba untuk pergi melewati 
batas negara untuk melakukan penghinaan terhadap korban. 
o Pelaku mungkin menggunakan artikel, termasuk komputer yang 
mampu menyebarkan informasi ke berbagai negara, untuk 
melakukan Hate Crime.( http://www.bantuan-
33 
 
hukum.com/2015/11/15/apa-itu-hate-speech-atau-ucapan-
kebencian/. Diakses tanggal 5 agustus 2016 pukul 11:40 WITA) 
 Kapolri Jenderal, Badrodin Haiti menerbitkan Surat Edaran (SE) 
untuk mengatasi ujaran kebencian atau hate speech. SE ber-Nomor 
SE/06/X/2015 itu diteken pada 8 Oktober 2015 lalu dan telah dikirim 
ke Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) di seluruh Indonesia untuk 
dipedomani. 
Salinan SE yang diterima dari Divisi Pembinaan dan Hukum 
(Divbinkum) Polri, disebutkan persoalan ujaran kebencian semakin 
mendapatkan perhatian masyarakat baik nasional atau internasional 
seiring meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan hak asasi 
manusia (HAM). 
Berikut poin dari SE Kapolri, Jenderal Badrodin Haiti terkait ujaran 
kebencian: 
Pada Nomor 2 huruf (f) SE disebutkan, ujaran kebencian dapat 
berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, 
yang berbentuk antara lain: 
1. Penghinaan. 
2. Pencemaran nama baik. 
3. Penistaan. 
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4. Perbuatan tidak menyenangkan. 
5. Memprovokasi. 
6. Menghasut. 
7. Menyebarkan berita bohong dan semua tindakan di atas 
memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, 
kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial. 
 
Selanjutnya pada huruf (g) disebutkan, ujaran kebencian 
sebagaimana dimaksud di atas, bertujuan untuk menghasut dan 
menyulut kebencian terhadap individu dan atau kelompok 
masyarakat, dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek: 
1. Suku. 
2. Agama. 
3. Aliran keagamaan. 
4. . Keyakinan atau kepercayaan. 
5. . Ras. 
6. Antargolongan. 
7. . Warna kulit. 
8. Etnis. 
9. Gender. 
10. Kaum difabel. 
11. Orientasi seksual. 
 
Pada huruf (h) disebutkan, ujaran kebencian sebagaimana dimaksud 
di atas dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain: 
 
1. Dalam orasi kegiatan kampanye. 
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2. Spanduk atau banner. 
3. Jejaring Media sosial. 
4. Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi) 
5. Ceramah keagamaan. 
6. Media masa cetak atau elektronik. 
7. Pamflet. 
 
 Pada huruf (i) disebutkan, dengan memperhatikan pengertian ujaran 
kebencian di atas, perbuatan ujaran kebencian apabila tidak 
ditangani dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan, akan berpotensi memunculkan 
konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak 
diskriminasi, kekerasan, dan atau penghilangan nyawa. 
Penegakan hukum atas dugaan terjadinya tindak pidana ujaran 
kebencian dengan mengacu pada ketentuan: 
1. Pasal 156 KUHP. 
2. Pasal 310 KUHP. 
3. Pasal 311 KUHP. 
4. Pasal 28 jis. Pasal 45 ayat (2) UU nomor 11 tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 
5. Pasal 16 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang 
Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Untuk mendapatkan data dan informasi yang jelas dan sesuai dengan 
permasalahan yang akan penulis teliti pada penyusunan skripsi ini, penulis 
akan melakukan penelitian di POLDA SUL-SEL dan pada masyarakat 
dimana hampir semua penduduknya menggunakan smartphone untuk itu 
penulis memilih kota Makassar. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Data yang dihasilkan dikumpulkan dari hasil penelitian lapangan dan 
penelitian kepustakaan, penulis golongkan dalam: 
a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara  dan 
pengambilan data di POLDA SUL-SEL  serta  pengambilan data juga 
dilakukan melalui pembagian kuisoner kepada pihak yang terkait 
sehubungan dengan penulisan ini, seperti dari pelajar, mahasiswa 
dan masyarakat di kota makassar 
b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan 
(library research) berupa peraturan Perundang-undangan, buku-
buku, literature-literatur, laporan hasil penelitian, karya ilmiah, dan 
sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dilakukan melaului dua cara yakni, melalui 
penelitian pustaka (library research) dan penelitian lapangan (field 
research). Dari penelitian kepustakaan ini diharapkan diperoleh landasan 
mengenai kajian dari permasalahan dalam penelitian ini. Dalam 
pengumpulan data lapangan, dipergunakan teknik wawancara kepada 
beberapa responden. 
 
D. Populasi dan Sampel 
Populasi pada penelitian ini mencakupi antara lain: 
1. Mahasiswa di wilayah kota Makassar 
2. Pelajar SMA di wilayah kota Makassar 
3. Masyarakat umum di Wilayah Kota Makassar 
Dari populasi tersebut diatas, maka jumlah sampel yang ditetapkan 
secara purposife sampling terdiri atas: 
1. Mahasiswa di wilayah kota Makassar 20 Orang. 
2. Pelajar SMA di wilayah kota Makassar 20 Orang. 
3. Masyarakat umum di Wilayah Kota Makassar 10 Orang 
 
E. Analisis Data 
Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisis secara 
kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, 
menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahannya yang 
erat kaitannya dengan penelitian ini guna menjawab dan memecahkan 
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masalah serta pendalaman secara menyeluruh dan utuh dari objek yang 
diteliti guna menghasilkan kesimpulan yang deskriptif. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 
A. Pengaturan Hukum terkait Ujaran Kebencian Di Media Sosial 
1. Keberlakuan Surat Edaran Kapolri Tentang Ujaran Kebencian 
 
       Polri menerbitkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang 
Penanganan Ujaran Kebencian (“SE Hate Speech”). SE Hate Speech ini 
tengah menjadi perbincangan di masyarakat. Surat Edaran (“SE”) ini 
terdiri dari empat butir yangmengatur antara lain lingkup perbuatan yang 
dapat dikategorikan sebagai hate speech dan tindak pidana yang 
berkaitan. 
 
   Pada dasarnya, jika kita telusuri, tujuan Kapolri mengeluarkan SE Hate 
speech ini adalah untuk memberitahukan anggotanya agar memahami 
langkah-langkah penanganan perbuatan ujaran kebencian atau hate 
speech. 
 
    Mencermati tujuan SE sebagai petunjuk dan panduan bagi anggota 
polri dalam penanganan kasus hate speeh ini kemudian mengingatkan 
kita pada bagaimana keberlakuan suatu SE itu? Apakah mengikat 
masyarakat secara umum? 
    Dalam artikel Surat Edaran, ‘Kerikil’ dalam Perundang-
Undangan Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, Bayu Dwi 
Anggono, mengatakan surat edaran memang bukan peraturan 
perundang-undangan (regeling), bukan pula keputusan tata usaha 
negara (beschikking), melainkan sebuah peraturan kebijakan. Surat 
edaran masuk peraturan kebijakan (beleidsregel) atau peraturan 
perundang-undangan semu (pseudo wetgeving). 
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    Pandangan Bayu Dwi Anggono ini sejalan dengan sejumlah doktrin 
yang dikemukakan Jimly Asshiddiqie, HAS Natabaya, HM Laica Marzuki, 
dan Philipus M. Hadjon. Surat-surat edaran selalu mereka masukkan 
sebagai contoh peraturan kebijakan. Bayu menjelaskan 
bahwa beleidsregel dan pseudo wetgeving adalah produk hukum yang 
isinya secara materil mengikat umum namun bukanlah peraturan 
perundang-undangan karena ketiadaan wewenang pembentuknya untuk 
membentuknya sebagai peraturan perundang-undangan. 
 
    Masih bersumber dari artikel yang sama, Pusat Studi Hukum dan 
Kebijakan Indonesia (PSHK) juga punya pandangan serupa. Lembaga 
pemerhati dan pembaharuan hukum ini berpendapat Surat Edaran 
bukan produk perundang-undangan, melainkan sebagai instrumen 
administratif yang bersifat internal. Surat Edaran ditujukan untuk 
memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai suatu norma peraturan 
perundang-undangan yang bersifat umum. 
 
    Menyorot pertanyaan  perihal keharusan kita berhati-hati saat 
berekspresi atau mengeluarkan pendapat di sosial media atau saat 
berdemo, memang pada dasarnya setiap orang dilarang 
mengungkapkan ekspresi berupa kebencian terhadap suku, ras dan 
agama tertentu. 
 
    Jadi, sebelum SE Hate Speech ini terbit pun ketentuan-ketentuan 
mengenai larangan berujar kebencian telah ada dan diatur dalam 
sejumlah peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-
undangan ini juga telah disebut dalam SE Hate Speech di samping Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) (Pasal 156, Pasal 157) untuk 
menjerat pelaku dugaan ujaran kebencian. 
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Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah: 
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik(“UU ITE”) [Pasal 28 jo. Pasal 45 ayat (2)] 
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 ttg Penghapusan 
Diskriminasi Ras dan Etnis("UU 40/2008")(Pasal 16) 
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 ttg Penanganan Konflik 
Sosial (“UU 7/2012”) 
4. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2013 ttg Teknis Penanganan 
Konflik Sosial (“Perkapolri 8/2013”) 
 
    Selain itu, ada juga pasal-pasal dalam KUHP yang disebut dalam 
SE Hate Speech terkait penegakan hukum atas dugaan terjadinya tindak 
pidana ujaran kebencian, yaitu Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Kedua 
pasal dalam KUHP ini dinilai tidak tepat jika dimasukkan ke dalam 
SE Hate Speech. Dalam artikel PERADI Luhut Imbau Kapolri Cabut SE 
Ujaran Kebencian, Mantan Menteri Hukum dan HAM yang kini 
menjadi Wakil Ketua Dewan Pertimbangan PERADI versi Luhut, Amir 
Syamsuddin berpandangan bahwa Pasal 310 dan 311 KUHP tidak tepat 
dijadikan jeratan terhadap mereka yang melakukan penyebaran 
kebencian. 
 
    Ini karena Pasal 310 dan Pasal 311 merupakan delik aduan yang 
bersifat ranah privat. Lagi pula, polisi tak akan dapat berbuat banyak 
sepanjang tak ada aduan dari pengadu. Menurut Amir, tidak ada yang 
berubah dengan dan tanpa SE itu. Kalau ada hate speech dapat dijerat 
dengan UU yang ada. 
 
    Bentuk-bentuk ujaran kebencian yang dimaksud SE Hate Speech ini 
dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam KUHP maupun di luar 
KUHP, yaitu: 
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1. Penghinaan 
2. Pencemaran nama baik 
3. Penistaan 
4. Perbuatan tidak menyenangkan 
5. Memprovokasi 
6. Menghasut 
7. Penyebaran berita bohong 
 
    dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada 
tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik 
sosial. 
    Salah satu pedoman atau panduan yang diberikan oleh Kapolri 
kepada anggotanya melalui SE Hate Speech ini adalah anggota Polri 
penting memiliki pemahaman dan pengetahuan atas bentuk-bentuk 
ujaran kebencian sehingga dapat mengambil tindakan pencegahan 
sedini mungkin sebelum timbulnya tindak pidana sebagai akibat dari 
ujaran kebencian tersebut. 
    Perbuatan ujaran kebencian apabila tidak ditangani dengan efektif, 
efisien, dan sesuai ketentuan perundang-undangan berpotensi 
memunculkan konflik sosial yang meluas dan menimbulkan tindak 
diskriminasi, kekerasan, dan/atau penghilangan nyawa: 
    Untuk menangani perbuatan ujaran kebencian agar tidak 
memunculkan tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, 
dan/atau konflik sosial yang meluas, maka diperlukan langkah-langkah 
penanganan oleh anggota Polri sebagai berikut: 
 
1. Melakukan tindakan preventif 
2. Setiap anggota polri agar memiliki pengetahuan dan 
pemahaman mengenai bentuk-bentuk ujaran kebencian yang 
timbul di masyarakat. 
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3. Setiap anggota polri agar lebih responsif atau peka terhadap 
gejala-gejala yang timbul di masyarakat yang berpotensi 
menimbulkan tindak pidana ujaran kebencian. 
4. Setiap anggota Polri agar melakukan kegiatan analisis atau 
kajian terhadap situasi dan kondisi di lingkungan masing-
masing terutama yang berkaitan dengan perbuatan ujaran 
kebencian. 
5. Setiap anggota Polri agar melaporkan kepada pimpinannya 
masing-masing atas situasi dan kondisi di lingkungannya 
terutama yang berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian. 
6. Dan kepada Kasatwil agar untuk melakukan kegiatan: 
 
    Mengefektifkan dan mengedepankan fungsi intelijen untuk mengetahui 
kondisi riil di wilayah-wilayah yang rawan konflik terutama akibat 
hasutan-hasutan atau provokasi, untuk selanjutnya dilakukan pemetaan 
sebagai bagian dari early warning dan early detection; 
 
1. Melakukan Tindakan Preventif 
1. mengedepankan fungsi Binmas dan Polmas untuk 
melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat 
mengenai ujaran kebencian dan dampak-dampak negatif 
yang akan terjadi; 
2. mengedepankan fungsi Binmas untuk melakukan kerja 
sama yang konstruktif dengan tokoh agama, tokoh 
masyarakat, tokoh pemuda dan akademisi untuk 
optimalisasi tindakan represif atas ujaran kebencian; 
3. apabila ditemukan perbuatan yang berpotensi mengarah 
pada tindak pidana ujaran kebencian maka setiap anggota 
Polri wajib melakukan tindakan: 
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a. memonitor dan mendeteksi sedini mungkin 
timbulnya benih pertikaian di masyarakat; 
b. melakukan pendekatan pada pihak yang 
diduga melakukan ujaran kebencian; 
c. mempertemukan pihak yang diduga 
melakukan ujaran kebencian dengan korban 
ujaran kebencian; 
d. mencari solusi perdamaian antara pihak-
pihak yang bertikai; dan 
e. memberikan pemahaman mengenai dampak 
yang akan timbul dari ujaran kebencian di 
masyarakat. 
 
2. Apabila tindakan preventif telah dilakukan namun tidak menyelesaikan 
masalah yang timbul akibat dari tindakan ujaran kebencian tersebut, 
maka penyelesaian dapat dilakukan melalui: 
a. Penegakan hukum mengacu pada ketentuan 
KUHP, UU ITE, dan UU 40/2008. 
b. Jika telah terjadi konflik sosial yang 
dilatarbelakangi ujaran kebencian, 
penanganannya tetap berpedoman pada UU 
7/2012 dan Perkapolri 8/2013. 
 
    Dalam bermedia sosial berhati-hatilah saat berekspresi atau 
mengeluarkan pendapat di sosial media atau saat berdemo, memang 
pada dasarnya wajib dilakukan. Setiap orang dilarang mengungkapkan 
ekspresi berupa kebencian terhadap suku, ras dan agama tertentu. 
 
    Namun justru, masyarakat yang terlibat dalam perbuatan ujaran 
kebencian dapat memanfaatkan SE Hate Speech ini sebagai dasar 
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meminta anggota Polri untuk memediasi atau mempertemukan pelaku 
dengan korban ujaran kebencian ini. Hal ini karena salah satu kewajiban 
anggota Polri apabila ditemukan perbuatan yang berpotensi mengarah 
pada tindak pidana ujaran kebencian adalah mempertemukan pihak 
yang diduga melakukan ujaran kebencian dengan korban.( 
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt563accb796101/keberlakuan-
se-kapolri-hate-speech-dan-dampak-hukumnya./Diakses tanggal 16 
november 2016 pukul 00.35 WITA) 
2. Pasca Revisi UU ITE 
    Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang Perubahan UU ITE pada 
Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis (27/10) tepat 
sebelum Pukul 12 siang. 
    Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, mewakili Presiden RI, 
menyampaikan Pendapat Akhir Presiden dalam Rapat Paripurna 
tersebut. “RUU tentang Perubahan Undang-Undang ITE telah 
disampaikan oleh Presiden kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat 
Rapublik Indonesia melalui Surat No R-79/Pres/12/2015 tertanggal 21 
Desember 2015 dan di dalam surat tersebut Presiden menugaskan 
Menteri Komunikasi dan Informatika dan Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia, untuk mewakili Presiden melakukan pembahasan RUU 
tersebut bersama DPR RI untuk mendapatkan persetujuan bersama,” 
papar Rudiantara. 
 
    Sebagaimana diketahui bersama bahwa RUU tersebut telah 
diselesaikan pembahasannya dalam pembicaraan Tingkat I pada tanggal 
20 Oktober 2016 dengan keputusan menyetujui untuk diteruskan ke 
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tahap selanjutnya yaitu Pengambilan Keputusan atau Pembicaraan 
Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI. 
    Menteri Rudiantara mengharapkan semoga RUU tentang Perubahan 
atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik dapat disetujui bersama dan selanjutnya dapat 
disahkan menjadi Undang-Undang sehingga dapat semakin memberikan 
perlindungan hukum yang bernafaskan keadilan bagi seluruh lapisan 
masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di 
Indonesia. 
 
    Lebih lanjut disampaikan Rudiantara bahwa Undang-Undang No 11 
tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah undang-
undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik 
sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir 
dalam meletakkan dasar pengaturan dan perlindungan di bidang 
pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. “Namun 
karena dalam penerapannya terjadi dinamika pro dan kontra terhadap 
beberapa ketentuan di dalamnya, Pemerintah mengambil inisiatif untuk 
melakukan perubahan minor yang dianggap perlu dan relevan, “ jelas 
Rudiantara.  
    Rudiantara menambahkan bahwa setelah melalui rangkaian Rapat 
Kerja, Rapat Panja, Rapat Tim Perumus dan Rapat Tim Sinkronisasi, kita 
bersyukur Pemerintah dan DPR RI akhirnya sepakat terhadap muatan 
materi perubahan sebagai berikut:  
1.   Untuk menghindari multitafsir terhadap ketentuan larangan 
mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat 
diaksesnya Informasi Elektronik bermuatan penghinaan dan/atau 
pencemaran nama baik pada ketentuan Pasal 27 ayat (3), dilakukan 3 
(tiga) perubahan sebagai berikut: 
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a. Menambahkan penjelasan atas istilah “mendistribusikan, 
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi 
Elektronik”. 
b. Menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan bukan 
delik umum. 
c. Menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut 
mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang 
diatur dalam KUHP. 
  
2.   Menurunkan ancaman pidana pada 2 (dua) ketentuan sebagai 
berikut: 
a.   Ancaman pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik 
diturunkan dari pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun 
menjadi paling lama 4 (tahun) dan/atau denda dari paling banyak 
Rp 1 miliar menjadi paling banyak Rp 750 juta. 
b.   Ancaman pidana pengiriman informasi elektronik berisi ancaman 
kekerasan atau menakut-nakuti dari pidana penjara paling lama 
12 (dua belas) tahun menjadi paling lama 4 (empat) tahun 
dan/atau denda dari paling banyak Rp 2 miliar menjadi paling 
banyak Rp 750 juta. 
  
3.   Melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap 2 (dua) 
ketentuan sebagai berikut: 
a.   Mengubah ketentuan Pasal 31 ayat (4) yang semula 
mengamanatkan pengaturan tata cara intersepsi atau penyadapan 
dalam Peraturan Pemerintah menjadi dalam Undang-Undang. 
b.   Menambahkan penjelasan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan 
ayat (2) mengenai keberadaan Informasi Elektronik dan/atau 
Dokumen Elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. 
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4.   Melakukan sinkronisasi ketentuan hukum acara pada Pasal 43 ayat 
(5) dan ayat (6) dengan ketentuan hukum acara pada KUHAP, sebagai 
berikut: 
a.   Penggeledahan dan/atau penyitaan yang semula harus 
mendapatkan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, disesuaikan 
kembali dengan ketentuan KUHAP. 
b.   Penangkapan penahanan yang semula harus meminta 
penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 1x24 
jam, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP. 
  
5.   Memperkuat peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam UU 
ITE pada ketentuan Pasal 43 ayat (5): 
a.   Kewenangan membatasi atau memutuskan akses terkait dengan 
tindak pidana teknologi informasi; 
b.   Kewenangan meminta informasi dari Penyelenggara Sistem 
Elektronik terkait tindak pidana teknologi informasi. 
  
6.   Menambahkan ketentuan mengenai “right to be forgotten” atau “hak 
untuk dilupakan” pada ketentuan Pasal 26, sebagai berikut: 
a.   Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus 
Informasi Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah 
kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan 
berdasarkan penetapan pengadilan. 
b.   Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan 
mekanisme penghapusan Informasi Elektronik yang sudah tidak 
relevan. 
  
7. Memperkuat peran Pemerintah dalam memberikan perlindungan dari 
segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan  
transaksi elektronik dengan menyisipkan kewenangan tambahan pada 
ketentuan Pasal 40: 
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a.   Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan 
Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang; 
b.   Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau 
memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk 
melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik yang 
memiliki muatan yang melanggar hukum.( 
https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/8306/siaran-pers-
no-72hmkominfo102016-tentang-ruu-revisi-uu-ite-telah-disahkan-
oleh-dpr-ri-menjadi-uu/0/siaran_pers. /Diakses tanggal 16 
november 2016 pukul 23.00 WITA) 
  
3. Etika Bermedia Sosial Sebagai Batasan Dalam Bermedia Sosial 
    Fenomena Penggunaan sosial media di Indonesia juga banyak yang 
menyimpang. Berdasarkan berita-berita di media nasional kita begitu 
banyak kejahatan-kejahatan yang berawal dari sosial media, baik itu 
penipuan, penculikan, saling perang argumen berujung dipenjara pun 
sudah ada kejadian. Dalam bersosial-media ada baiknya kita mengenal 
bagaimana Etika dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan 
sosial media yang sehat. Berikut beberapa hal penting agar bisa kita bisa 
terhindar atau agar kita sendiri tidak melakukan ujaran kebencian 
dimedia sosial. 
1. Dalam menggunakan sosial media ada baiknya kita sebagai 
pengguna harus bijak dalam menginformasikan privasi / kehidupan 
pribadi. Mengumbar hal-hal pribadi dalam sosial media adalah sebuah 
pintu masuk bagi seseorang untuk memberikan informasi bagi mereka 
yang ingin berniat jahat kepada kita. Mengupload foto anak misalnya, 
mungkin pemikiran sebagian orang mengupload foto adalah adalah 
hal yang biasa dalam bersosial media. Tapi terlepas dari itu ada 
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bahaya yang mengancam, ketika seseorang yang sudah lama 
mengincar anda bisa saja akan menyimpan informasi tentang anak 
yang sering anda upload di media sosial. Hal seperti ini pun sama 
dengan informasi-informasi lainnya yang menyangkut data privasi 
anda. Bijaklah dalam menginformasikan sesuatu tentang diri anda di 
sosial media. 
2. Dalam melakukan komunikasi antar sesama pada situs jejaring sosial 
media, biasanya kita melupakan etika dalam berkomunikasi. Sangat 
banyak kita temukan kata-kata kasar yang muncul dalam percakapan 
antar sesama di media sosial, baik itu secara sengaja ataupun tidak 
sengaja. Sebaiknya dalam melakukan komunikasi kita menggunakan 
kata-kata yang layak dan sopan pada akun-akun sosial media yang 
kita miliki. 
3. Saat menyebarkan informasi baik itu berupa tulisan, foto atau video 
milik orang lain, ada baiknya kita mencantumkan sumber informasi 
sebagai bentuk penghargaan untuk hasil karya seseorang. tidak serta 
merta mengcopy paste tanpa memberikan sumber informasi tersebut. 
4. Ada baiknya anda tidak menyebarkan informasi yang berhubungan 
dengan pornografi dan SARA di sosial media. Sebarkanlah hal-hal 
yang berguna yang tidak menyebabkan konflik antar sesama pada 
situs jejaring tersebut. 
5. Berita yang menjelekkan orang lain sangat sering kita jumpai di sosial 
media. Hal tersebut kadang bertujuan untuk menjatuhkan nama 
pesaing dengan berita-berita yang direkayasa. Untuk kasus ini 
pengguna sosial media dituntut untuk cerdas dalam menangkap 
sebuah informasi, bila ingin ikut menyebarkan informasi tersebut, ada 
baiknya kita melakukan kroscek akan kebenaran informasi terlebih 
dahulu. 
6. Jangan menilai berita dari judulnya saja, ini merupakan sebuah 
fenomena baru dalam jejaring sosial media, ketika melihat judul berita 
media nasional yang berbau provokasi, biasanya kita langsung 
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menyebarkan dan mengomentari tanpa melihat isi berita terlebih 
dahulu. Ada baiknya baca dulu isi berita, jangan hanya melihat berita 
dari judulnya saja 
7. Dalam bersosial media mengeluarkan opini terhadap hal-hal yang 
ingin dikomentari merupakan hal yang tidak dilarang, asalkan kita 
beropini berdasarkan fakta dan data yang ada. Hati-hati dalam hal ini 
bila beropini negatif pada seseorang kemungkin saja anda dapat 
dilaporkan dengan UU ITE Pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama 
baik di dunia maya. 
8. Jangan Ikut-ikutan Berkomentar, Kadang kita ikutan mengomentari 
hal-hal yang sedang ramai dibicarakan di media sosial tanpa mencari 
tahu kebenaran informasi itu terlebih dahulu. Bila hal tersebut 
berhubungan dengan nama besar atau brand, bukan tidak mungkin 
kita dapat dikenakan UU ITE pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran 
nama baik. 
9. Hindari Sosial Media bila anda sedang emosi ,Ketika anda sedang 
jengkel atau mendapatkan sebuah masalah, secara tidak sadar 
kadang kita mengupdate akun sosial media kita dengan kata-kata 
makian dan kasar karena emosi. Sekiranya hal tersebut tidak perlu 
anda lakukan dalam media sosial. 
Bijaklah dalam membagikan informasi dan berkomunikasi dalam 
sosial media. Begitu banyak kegunaan yang dapat kita manfaatkan 
dalam situs jejaring informasi atau perteman tersebut untuk kebutuhan 
kita. Mari kita mewujudkan Indonesia bersosial media yang sehat.( 
http://bebmen.com/0323/etika-dan-hal-penting-dalam-
menggunakan.html/Diakses tanggal 16 november 2016 pukul 23.00 
WITA) 
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B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Ujaran Kebencian Di Media 
Sosial 
       Untuk menemukan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 
ujaran kebencian di media sosial yang akhir-akhir ini jadi pembicaran 
hangat, penulis melakukan penelitian di Unit Cyber Crime Polda Sul-Sel 
dan dalam wawancara dengan Kanit unit cyber crime bapak Akp. Hari 
Agung P.e.p pada tanggal 10 bulan oktober 2016, penulis menemukan 
bahwa yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya ujaran kebencian 
di media sosial kebanyakan karena terbawa emosi tetapi sebagian 
pelaku ujaran kebencian itu sendiri mengetahui tentang etika bermedia 
sosial atau bisa dibilang bahwa para pelaku sadar jika ujaran kebencian 
yang mereka lakukan itu  salah akan tetapi karena terbawa emosi 
merekapun meluapkan kekesalannya dengan menulis status bernada 
kebencian dimedia sosial sehingga sampai melupakan etika dalam 
bermedia sosial. 
 
     Namun, dari banyaknya laporan yang masuk di kepolisian hampir 
semuanya adalah kasus pencemaran nama baik dan merupakan 
pencemaran nama baik yang merugikan pribadi pelapor itu sendiri. 
sedangkan untuk laporan kasus ujaran kebencian yang berhubungan 
dengan politik,suku,ras,agama,kelompok/komunitas serta penghinaan 
lambang negara masih sangat jarang laporannya tetapi para polisi 
mengakui bahwa banyak sekali ujaran kebencian yang berhubungan 
dengan hal tersebut bertebaran dimedia sosial tetapi tidak banyak yang 
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melaporkannya di kepolisian apalagi mengingat bahwa ujaran 
kebencian merupakan delik aduan dimana kasusnya tidak akan 
diproses jika tak ada yang melapor. 
 
   Oleh karena itu penulispun melakukan penelitian dilapangan dengan 
membagikan kuisioner dan wawancara singkat dengan 60 orang yang 
pernah melakukan ujaran kebencian di media sosial terdiri atas 20 anak 
SMA,20 Mahasiswa dan 10 Masyarakat umum sehingga penulis dapat  
menemukan apakah faktor-faktor yang paling berpengaruh sehingga 
banyak terjadinya ujaran kebencian dimedia sosial.  
 
1. Apakah tingkat pengetahuan para pelaku  terkait ujaran kebencian 
di media sosial serta  pasal-pasal yang dapat menjerat para 
pelakunya berpengaruh besar terhadap terjadinya ujaran kebencian 
di media sosial? 
Setelah melakukan wawancara dengan para pelaku ujaran kebencian 
di media sosial terkait tingkat pengetahuan terhadap ujaran kebencian 
di media sosial, penulis mendapat data sebagai berikut: 
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                                                 Sumber: Diolah Penulis 
         Dari data tersebut bisa kita lihat bahwa tingkat pengetahuan 
terkait ujaran kebencian untuk kaum pelajar dan mahasiswa cukup 
baik dimana sebagian besarnya sudah paham dengan apa yang 
dimaksud ujaran kebencian itu sendiri dan yang mengaku sangat 
paham cukup banyak. Berbeda dengan masyarakat, rata-rata 
pemahamannya masih sedikit terkait masalah ujaran kebencian di 
media sosial. 
   Jadi bagaimana dengan pengetahuan pelaku terkait peraturan atau 
UU yang dapat menjerat para pelaku ujaran kebencian di media 
sosial, berikut datanya: 
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                                           Sumber: Diolah Penulis 
    Dari data tersebut bisa kita lihat jika ditanya tentang pengetahuan 
perihal peraturan atau undang-undang yang dapat menjerat para 
pelaku ujaran kebencian di media sosial, Mahasiswalah yang 
mendominasi. Berbeda dengan pelajar dan masyarakat yang 
kebanyakan belum mengetahui atau lupa apa saja peraturan atau 
undang-undang yang dapat menjerat para pelaku ujaran kebencian di 
media sosial. 
    Setelah kita mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat  terkait 
ujaran kebencian dan peraturan serta UU yang dapat menjerat para 
pelakunya, Masih ada satu hal yang penting dalam bermedia sosial 
yaitu etika. Etika ini sangat penting dipahami oleh para pengguna 
media sosial dikarenakan meski para pengguna media sosial tidak 
memahami hukum-hukum yang mengatur terkait ujaran kebencian 
dimedia sosial akan tetapi etika dapat mengontrol perilaku para 
penggunanya dimana dia bisa mengetahui batas-batas dalam 
bermedia sosial sehingga dalam penggunaannya masih dalam batas 
kewajaran. 
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    Setelah penulis melakukan penelitian dengan memberi pertanyaan 
seputar etika bermedia sosial kepada para pelaku, penulis mendapat 
data sebagai berikut: 
 
 
 
                                                        Sumber: Diolah Penulis 
    Setelah melihat data hasil peneltian diatas, bisa kita lihat bahwa 
tingkat pemahaman para pelaku terkait etika media sosial sangat baik 
dimana hanya sedikit sekali yang pengetahuannya terkait etika 
bermedia sosial masih buruk. 
    Oleh karena itu penulis menyimpulkan, Bahwa tingkat pengetahuan 
terkait ujaran kebencian,UU yang dapat menjerat pelakunya serta 
etika-etika dalam bermedia sosial tidak terlalu berpengaruh di dalam 
terjadinya ujaran kebencian di media sosial. Dikarenakan sebagian 
besar para pelaku ujaran kebencian yang menjadi narasumber 
pengetahuannya terkait ujaran kebencian cukup bagus dan ini sesuai 
dengan keterangan unit cyber crime polda Sul-Sel yang menjelaskan 
bahwa sebagian besar pelaku ujaran kebencian di media sosial 
pengetahuan di bidang itu cukup baik. Akan tetapi, tetap saja 
pengetahuan etika bermedia sosial sangat berpengaruh dan menjadi 
pertimbangan bagi mereka yang sama sekali belum pernah 
melakukan ujaran kebencian di media sosial atau menjadi 
50%
15%
40%
50%
75%
60%
0%
10%
0%
Mahasiswa Pelajar SMA/SMK Masyarakat Umum
Grafik 1.3
Tingkat Pemahaman Dalam Etika Bermedia  Sosial 
Sangat Baik Cukup Buruk
57 
 
pertimbangan bagi yang pernah dan ingin melakukan lagi. Sehingga 
jika kita mengamati media sosial masih banyak yang 
menggunakannya dengan wajar. 
 
2. Di media sosial manakah paling banyak terjadi kasus ujaran 
Kebencian  
    Sebelum kita mengetahui di sosial media manakah paling sering 
terjadi kasus ujaran kebencian pertama mari kita lihat dulu data terkait 
media sosial apa saja yang paling sering digunakan oleh pelaku 
ujaran kebencian. Berikut datanya: 
 
                                                     Sumber: Diolah Penulis 
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                                                              Sumber: Diolah Penulis 
 
                                              Sumber: Diolah Penulis 
   Dari data diatas, bisa kita lihat bahwa media sosial yang paling 
banyak digunakan adalah Facebook dan LINE . beda jauh jika 
dibandingkan dengan sosial media yang lain. Apalagi jika 
dibandingkan dengan Twitter yang penggunanya sudah semakin 
berkurang. Terbukti dari data  yang penulis dapat bahwa tinggal 
sedikit pengguna yang menggunakan twitter dan bahkan banyak yang 
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mulai meninggalkan kemudian beralih ke media sosial yang lebih 
populer. 
    Sekarang mari kita bandingkan dengan hasil data yang penulis 
ambil di unit cyber crime polda Sul-Sel. Sebagai berikut: 
 
Tabel 1. 
Laporan Kasus Ujaran Kebencian (Hate Speech) Berdarsarkan Media 
Sosial Yang Dipakai Tahun 2012-2016 
Sumber : Unit Cyber Crime Polda Sul-Sel 
Keterangan :  
PC : Pencemaran nama baik 
PG : Penghinaan 
PC & PG : Pencemaran dan Penghinaan 
 
     Dari hasil data yang diambil dari unit cyber crime polda Sul-Sel, 
terbukti bahwa kasus ujaran kebencian di media sosial hampir semua 
yang dilaporkan terjadi di media sosial facebook yaitu berjumlah 18 
Tahun Facebook BBM 
Whats 
Up 
Twitter 
Lebih 
Dari 1 
Media 
Sosial 
Tidak 
Diketahui 
Jumlah 
Kasus 
2012 - - - - - - - 
2013 2 (PC) - - - - - 2 Kasus 
2014 
1 (PC) 
2 (PG) 
- 1 (PG) - - - 5 Kasus 
2015 
2 (PC) 
4 (PG) 
2 
(PG&PC) 
2 (PG) - - - - 10 Kasus 
2016 
5 (PC) 
1 (PG) 
1 
(PG&PC) 
- - 1 (PC) 1 (PG) 3 (PG) 12 Kasus 
Total 18 Kasus 
2 
Kasus 
1 
Kasus 
1 
kasus 
1 
kasus 
3 Kasus 29 Kasus 
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kasus dari tahun 2013-2016 sementara untuk media sosial lain tidak 
sampai 10 kasus. 
    Dari sini bisa kita simpulkan. Semakin banyak pengguna suatu 
media sosial maka presentase terjadinya ujaran kebencian semakin 
besar pula. Dalam hal ini di Facebook lah ujaran kebencian paling 
sering terjadi. 
 
3. Status/postingan ujaran kebencian seperti apakah yang paling 
banyak bertebaran di media sosial dan berita,postingan atau 
pembahasan manakah yang paling berpotensi memancing 
terjadinya Ujaran kebencian? 
 Dari banyaknya status bernada kebencian yang ada di media sosial, 
disini penulis jadi penasaran sebenarnya status bernada kebencian 
dan berita bohong apakah yang paling banyak bertebaran di media 
sosial. Oleh karena itu penulis meminta pendapat para pelaku ujaran 
kebencian di medsos guna ingin mengetahui status/berita ujaran 
kebencian apakah yang paling sering muncul di media sosial. Berikut 
hasil data yang penulis dapat: 
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                                                     Sumber: Diolah Penulis 
 
                                                     Sumber: Diolah Penulis 
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Sumber: Diolah Penulis 
     Dilihat dari data diatas, urutan pertama postingan yang 
mengandung ujaran kebencian yang paling sering terlihat adalah 
tentang politik atau kebijakan pemerintah kemudian disusul oleh 
SARA dan selanjutnya tokoh publik. Sementara yang paling jarang 
adalah tentang pribadi atau keluarga. 
    Disini bisa kita simpulkan bahwa meskipun jumlah kasus yang 
muncul di media sosial lebih banyak  menyinggung politik,SARA dan 
Tokoh publik tetapi laporan yang paling banyak masuk di kepolisian 
adalah menyangkut masalah pribadi atau keluarga yang dijelek-
jelekkan. Jadi bisa kita lihat bahwa jumlah masyarakat yang tidak puas 
dengan kinerja pemerintah maupun tokoh politik cukup tinggi 
mengingat ujaran kebencian yang paling sering dilihat di media sosial 
adalah menyangkut politik atau kebijakan pemerintah. 
    Oleh karena itu penulispun bertanya kepada para pelaku di kota 
Makassar dengan meminta pendapatnya tentang bagaimana 
responnya jika ada postingan atau berita yang menjelek-jelekan atau 
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memojokkan beberapa topik yang berhubungan dengan pelaku. 
Berikut hasilnya: 
 
Sumber: Diolah Penulis 
 
Sumber: Diolah Penulis 
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Sumber: Diolah Penulis 
      Setelah melihat ketiga data diatas bisa kita simpulkan ada dua 
macam topik yang paling berpotensi dapat memancing para pengguna 
media sosial melakukan ujaran kebencian. Yang pertama yaitu SARA 
dan Yang kedua pribadi atau keluarga. Tetapi laporan yang paling 
sering masuk kepolisian yaitu jika sudah berhubungan dengan urusan 
pribadi atau keluarga untuk topik yang lain rata-rata memilih sekedar 
tidak suka. 
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4. Apakah alasan khusus para pelaku melakukan ujaran kebencian di 
media sosial 
  
 
Sumber: Diolah Penulis 
    Seperti yang kita lihat, bahwa data menunjukkan alasan para 
pelaku melakukan ujaran kebencian bermacam-macam.mulai dari 
salah paham, terbawa emosi, tidak sependapat,kebencian pribadi, 
iseng dan hanya sekedar untuk menasehati. 
    Dimulai dari salah paham, 5% pelaku dari kalangan pelajar pernah  
melakukan ujaran kebencian disebabkan karena kesalahan informasi 
yang ia dapat sehingga sebelum mengecek kebenaran informasi yang 
ia dapat, dia memaki-maki orang tersebut di media sosial 
    Terbawa emosi, dari ketiga kategori diatas dari pelajar,mahasiswa 
dan masyarakat, ketiga kategori tersebut pernah melakukan ujaran 
kebencian dikarenakan terbawa emosi. Dan ini memang sering terjadi 
kehidupan sekitar kita yang bila mana saat emosi sedang tidak 
stabil,bisa berakibat kehilangan akal sehat dan membuat kita lupa 
tentang etika bermedia sosial sehingga status yang kita tulis saat 
sedang emosi tersebut mengandung nada kebencian. 
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   Tidak sependapat, Dari beberapa kategori diatas kebanyakan 
pelaku ujaran kebencian yang disebakan karena tidak sependapat 
adalah mahasiswa. Dan  kebanyakan pelaku beralasan karena tidak 
setuju  dengan berita atau postingan yang ada di media sosial 
ataupun tidak suka dengan pendapat teman terutama  tokoh publik di 
bidang politik sehingga merekapun terpancing dan menulis status atau 
postingan di media sosial untuk menantang pendapat yang mereka 
tidak setujui.dan terkadang tanpa sadar ternyata postingan yang 
mereka tulis malah menyinggung pihak yang dia kritik. Begitu pula 
yang terjadi dalam kategori masyarakat umum. Sebenarnya dalam hal 
ini para pelaku bukannya tidak suka dengan pihak yang mereka kritik 
akan tetapi hanya tidak suka dengan pendapat yang mereka 
lontarkan. 
    Kebencian Pribadi, ujaran kebencian yang diakibatkan oleh 
kebencian pribadi paling banyak dilakukan oleh pelajar dikarenakan 
banyak dari kaum pelajar yang masih labil. Tetapi ada pula yang 
melakukan ujaran kebencian karena menyimpan dendam pada orang 
atau kelompok tertentu seperti contoh salah satu narasumber yang 
merupakan salah satu dari pelajar yang penulis teliti. Namanya Maha 
Rezky,alasan dia melakukan hate specch dikarenakan kebencian 
pribadinya terhadap salah satu gank yang ada disekolahnya karena 
sering di bully sehingga winda pun melampiaskan kekesalannya di 
media sosial dengan menulis status yang menyindir gank tersebut. 
     Iseng, sebenarnya kebanyakan para pelaku ujaran kebencian 
yang beralasan status atau postingannya hanya iseng hanya 
bertujuan untuk bercanda akan tetapi karena bahasa yang dipakai 
sudah kelewatan maka pihak diajak bercanda pun tersinggung. 
     Untuk Menasehati,dari data diatas, alasan ini dimiliki oleh setiap 
kategori terutama masyarakat umum, sebenarnya para pelaku yang 
melakukan ujaran kebencian dengan menggunakan alasan ini hanya 
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ingin agar pihak yang mereka singgung bisa sadar akan perbuatan 
yang mereka lakukan yg dimana menurut si pelaku bahwa itu 
salah.akan tetapi, niat ingin menasehati malah yang dinasehati 
tersinggung karena kebanyakan nasehat yang ditulis itu menyebutkan 
aib-aib orang yang dinasehati dan itu dilihat oleh banyak orang di 
media sosial. Terkadang mangandung bahasa 
penghinaan,pencemaran nama baik atau dilebih-lebihkan. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Sebelum Surat Edaran Hate Speech ini terbit, ketentuan-ketentuan 
mengenai larangan berujar kebencian telah ada dan diatur dalam 
sejumlah peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-
undangan ini juga telah disebut dalam Surat Edaran Hate Speech di 
samping Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) (Pasal 156, 
Pasal 157) untuk menjerat pelaku dugaan ujaran kebencian.Ujaran 
kebencian di media sosial ini merupakan delik aduan bahkan sebelum di 
sahkannya revisi UU ITE pada tanggal 27 Oktober 2016 yang 
menegaskan bahwa ujaran kebencian ini merupakan delik aduan bukan 
delik delik umum, pihak kepolisian mengatakan bahwa ini merupakan 
delik aduan.  
2. Tingkat pengetahuan terhadap Ujaran kebencian atau peraturan hukum  
serta etika dalam bermedia sosial tidak terlalu berpengaruh dalam 
mencegah terjadinya ujaran kebencian di media sosial dikarenakan 
ujaran kebencian cenderung terjadi diakibatkan oleh kondisi emosisonal. 
Alasan utama para pelaku melakukan ujaran kebencian dimedia sosial 
bermacam-macam.mahasiswa sebagian besar beralasan melakukannya 
karena perbedaan pendapat, pelajar cenderung lebih karena kebencian 
terhadap seseorang atau suatu kelompok, dan masyarakat cenderung 
ingin sekedar menasehati meski pada akhirnya pihak yang dinasehati 
tersinggung. Sementara untuk pelaku yang melakukan ujaran kebencian 
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karena terbawa emosi adalah yang paling sering terjadi di ketiga kategori 
tersebut yaitu pelajar,mahasiswa dan masyarakat umum. 
 
A. Saran 
1. Perlu adanya himbauan berupa pamflet atau poster tentang peraturan 
yang berkaitan dengan ujaran kebencian atau dibuatkan iklan layanan 
masyarakat terkait ujaran kebencian ini agara setidaknya masyarakat 
lebih teredukasi. Agar minimal ujaran kebencian di media sosial dapat 
berkurang 
2. Perlu diadakannya Sosialisasi terkait tata cara menyampaikan aspirasi 
yang kritis dan bijak agar mereka yang ingin menyampaikan kritiknya 
baik untuk pejabat, instansi negara dan lembaga pemerintahan terhindar 
dari kategoti ujaran kebencian. dan Hendaknya kita mulai sejak dini 
belajar tata cara berkomunikasi yang sopan dan bijak saat menggunakan 
sosial media dan mengajarkannya  dimulai dari anak, keluarga dan 
pasangan kita  
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